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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan
negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di
samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi
mel aksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN sebagai perpanjangan
tangan pemerintah juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat. Namun, dalam pelaksanaanya, BUMN kerap mendapatkan hambatan karena
banyaknya peraturan yang tidak harmonis, seperti yang dialami oleh BUMN di sektor perbankan.

Masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan piutang Negara yang
mengatur penyelesaian piutang negara, dan penetapan kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan
negara sebagai mana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang K euangan
Negara Pasal 2 (g), membawaimplikas terhadap pengelolaan kekayaan BUMN sebagal entitas badan
hukum yang terpisah sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 1. Penyertaan modal yang bersumber dari APBN yang dilakukan
oleh negara melalui pemerintah pada BUMN hingga saat ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan.
Penggolongan kekayaan negara atas kekayaan yang dimiliki oleh BUMN membatasi ruang gerak
mangjemen bank BUMN untuk |ebih leluasa dalam mengambil keputusan khususnya yang terkait dengan
pengelolaan kredit macet.

Meskipun sgjak 2006, piutang bank BUMN telah dikelola sendiri oleh bank BUMN pasca dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berlandaskan pada Fatwa M ahkamah
Agung nomor WKMA/Y ud/20/V111/2006 yang menyatakan bahwa piutang bank BUMN bukan piutang
negara. Namun, karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 membuat bank
BUMN tidak berani menyelesaikan kredit macet dengan menggunakan mekanisme hapustagih (hair cut).
Akibatnya, banyak debitor yang merasa dirugikan terhadap perbedaan perlakuan tersebut, seperti yang
dialami oleh Grup Aspalindo, debitur PT Bank Negara Indonesia Thk yang mengajukan pengujian terhadap
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam
putusannya Nomor 77/PUU-1X/2011 menetapkan bahwa frasa-frasa negara yang terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dicabut, berakibat pada piutang BUMN bukan piutang negara, dan bank
BUMN diberi kewenangan untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mekanisme hapus tagih.

...... State Owned Enterprises (SOE) which all or most of its capital derived from separated state wealth, is
one of economic actors despite private enterprises and cooperatives.In running their businesses, SOEs,
privates and cooperatives perform mutual support based on economic democracy. SOES as a government’s
arm is aso required to be able generate profits than can later be used as much as possible for people's
prosperity, However, in itsimplementation, SOES often get obstacles because there are many not
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harmonious rules, as experienced by SOEs in banking sector.

The application of Law N0.49 prp 1960 regarding State Receivables Committee and the Determination of
SOEs wealth as part of State Wealth as stated on Law 17/2003 regarding State Finance Article 2 (g) lead
implications for state-owned property management as a separate legal entity as stated in Law N0.19/2013
regarding State-Owned Enterprises Article 1 Paragraph 1. The equity which derived from State Budget
through the government to SOEs s still being prolonged debate. State wealth classification on SOES
property restricts state-owned bank management to be more flexible in making decisions especially related
to non-performing loan management.

Although since 2006, state-owned bank receivables have been managed by themselves after the issuance of
Government Regulation N0.33/2006 regarding Government Regulation Amendment No.14/2005 on
Procedures for State/Regions Receivables Removal based on Supreme Court Decision No.

WKMA/Y ud/20/V111/2006 stating that state-owned banks receivables are not state’ s receivables. However,
because thereis still controversy in defining state wealth and the enactment of Law No0.49 prp/1960 makes
state-owned banks are doubtful to end non-performing loan using hair cut mechanism as done by private
banks.

As aresult, many debtors are feel aggrieved against the different treatment, as experienced by Aspalindo
Group, debtor of PT Bank Negaralndonesia Tbk. At last Aspalindo Group filed ajudicial review of Law
No0.49 prp/1960 to the Constitutional Court. In the decision No. 77/PUU-1X/2011 the Constitution Court set
that state phrases contained in Law No0.49 Prp/1960 revoked, resulting SOEs receivables is not the state and
state-owned banks is authorized to solve non-performing loan using hair cut mechanism.



